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. ABSTRAK

" Komunikasi Sesial {komsos) sehagaimana dalam stadi-studi komunikasi lainnya,
- pastilah mempunyai tujuzan. Satu hal yang penting dalam konteks komunikasi sosial
- adalah tujuan yang hendalk dicapai dalam komunikasi ini adalah masyatakat sebagai
_sebuah entitas sosial, serta perubahan sosial ke arah yang makin bermakna bagi
kemajuan masyarakat, Komunikasi sosial juga dapat didorong untuk mencapai
“ . peningkatan kualitas Sumber Dayz Manusia (SDM) dalam kerangka pengembangan
- masyarakat dan terbangunnya suat 5ituasi komnnikasi sosial yang memungkinkan

- arus informasi dapat berjalan dan membawa dampak positif.

Kata kunci: komunikasi sosial, keterbukzan informasi publik.

A.PENDAHULUAN

* Komunikasi sosial sampai saat
ini masih menjadi kajian yang penting
mengingat keberhasilan dari suatu pro-
ses perubahan sosial sebuah bangsa an-
tara lain juga dapat dilihat dari seberapa
tinggi tingkat partisipasi publik. Se-
dangkan partisipasi publikiis téntu da-
pat dilakukan manakala terjadi sebuah
proses komumikasi bermakna yang
mampu mendorong ke arah terbangun-
nya situasi bagi partisipasi publik itu
dan juga proses pengambilan keputus-
an di kalangan masyarakat. Hal itu
tentu pada gilirannya mampu men-
ciptakan suatu perubahan sosial ke arah
yang diharapkan bersama dan makin
membaiknya arus informasi yang
memberikan manfaat bagi upaya-upaya
pengambilan keputusan yang strategis

dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. KOMUNIKASI SOSIAL DAN
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK

Komunikasi sosial sendiri jika
demikian, dimaksudkan sebagai suatu
proses mendorong perubahan sosial de-
ngan mengandaikan adanya partisipasi
yang luas dalam suatu masyarakat dan
pada gilirannya dimaksudkan pula un-
tuk mendorong kemajuan sebuah mas-
yarakat, serta kemudian makin diharap-
kan meningkatkan kesejahteraan suatu
masyarakat, serta makin terbentuknya
ketertiban sosial.

Disamping itu tujuan berikutnya
adalah terselenggara dan makin ber-
tambahnya jaminan rasa keadilan serta
tersedianya kemungkinan untuk dapat
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melakukan kontrol sosial, memberikan
Jeedback serta kritik yang konstruktif.
Bukan tidak mungkin, apa yang di-
lakukan oich lembaga-lembaga publik
mengandung kekurangsempurnaan se-
hingga dapat dilakukan perbaikan dan
- penyempurnaan. Hal-hai yang dikemu-
‘kakan tersebut di atas pada akhirnya
diharapkan dapat memperbaiki kondisi
sebuah masyarakat dan memperbaiki
kualitas kehidupan sebuah bangsa
(Forkapi 2009:22).

Dalam melaksanakan perubahan
sosial, tentu saja aspek-aspek yang ber-
kait dengan komunikasi sosial yang
dapat ditekankan terutama adalah me-
lalui fungsi dan peranan media massa,
atau melalui media-media umum lain-
nya. Fungsi media massa sejalan de-
ngan fungsi komunikasi massa yang
mencakﬂp informasi, pendidikan, per-
suasi, serta kontrol sosial {(Nurudin
2003:63). Fungsi dan peranan media
massa inilah yang dapat dimanfaatkan
pula bagi upaya institusi kepolisian
dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat yang lebih cepat, lebih baik
dan berhasit (Akpol 2009:55).

Lembaga kepolisian tentu saja
dapat mendayagunakan penggunaan
media massa, baik bagi keperluan pe-
nyampalan beragam kebijakan dan in-
formasi tentang kepolisian yang harus
disebarhiaskan kepada masyarakat, ser-
ta dapat pula memanfzatkan kebera-
daan media massa untuk mengambil
dan memanfaatkan masukan, pendapat
,atau sejenis itu lainnya yang disampai-
kan oleh segenap komponen masyara-

kat. Meski juga dalam konteks kelem-
bagaan, lembaga kepolisian selama ini
Juga sudah dapat memanfaatkan peran-
an lembaga-lembaga semacam komisi
kepolisian nasional, yang acap kali
memberi masukan cukup berharga bagi
peningkatan peranan, respons serta ke~
mampuan kepolisian R1.

Pemanfaatan media massa bagi
kepolisian dapat dilakukan, misalnya
dengan upaya kepolisian dalam menye-
barluaskan kebijakan-kebijakan baru,
peraturan-peraturan baru, atau infor-
masi aktual baru yang berlaku dan pen-
ting bagi masyarakat, serta sekaligus
pula dapat memetik manfaat dari apa
yang disajikan media massa bagi upaya
membangun dan mendorong kemajuan
institusi kepolisian. Memang acapkali
melalui media massa juga disampaikan
kritik masyarakat terhadap kekurang-
sempurnaan lembaga ini, namun demi-
kian jika dirasakan sebagai masukan
konstruktif kiranya hal itu wajar di-
sikapi dengan bijak.

Namun demikian, jika memang
terdapat. ketidak-akuratan sehingga
berpengaruh pada reputasi dan pen-
citraan lembaga kepolisian, dapat pula
dilakukan tanggapan proporsional me-
lalui divisi kehumasan yang ada untuk
metnbangun reputasi dan memperbaiki
pencitraan tersebut.

Memang masalah-masalah
yang berkaitan dengan media dan ke-
mungkinan kekurangakuratan media,
dapat saja terjadi. Pengawasan yang
perlu pula dilakukan atas keberadaan
media dan bagaimana media dapat ber-




TANGGON KOSALA, Volume 1, Nomor 1, Juli 2010

47

fungsi secara optimal, terutama hal ini
dikaji dalam studi-studi menpenai ke-
bijakan med1a (media policy). Namun
demikian dapat kita tekankan, peranan
'pd.sitif yaﬁg masih bisa diperankan
media massa dan ~coba kita kaitkan
"_untui{ mendosong pefayanan institusi
kepc}hsmn dan dapat pula dilakukan
untuk melakukan pubhkasx—pubhkas;
mengenai keberhasilan institusi kepo-
lisian.

Dalam konteks ini dapat dido-
rong pula sebuah peran positif media
dalam upaya besar memajukan sebuah
bangsa atau secara khusus juga dapat
dipergunakan bagi pengembangan ins-
titusi kepolisian. Kepolisian sendiri da-
lam konteks sebagai lembaga publik
memang diharuskan untuk bersifat ter-
buka, terutama berkaitan dengan in-
formas1 informasi publik yang penting
bag; masyarakat. Memang dalam UU
Keterbukaan Informasi Publik sendiri
dalam salah satu pasaliya memberi per-
kecualian terutama tentang informasi
yang bersifat belum tetap dan misalnya
Juga jika dibuka akan menghambat pro-
ses penegakan hukum (Kominfo
2008:12).

Informasi yang bersifat perke-
cualian itu memang mungkin jika di-
tilik dapat berada dalam ranah lembaga
kepolisian terutama dalam tugasnya
menjalankan penegakan hukum dan ka-
renanya tidak serua informasi dapat
bersifat terbuka bagi publik. Namun
demikian harus dipahami bahwa perun-
dang-undangan keterbukaan informasi
publik ini memang sejalan dengan ke-

inginan pemerintah dan segenap pihak,
agar masyarakat mendapatkan perla-
kuan mudah memperoleh informasi
yang penting bagi publik dan pada ma-
salalu sulitdiperoleh masyarakat,

Komunikasi sosial dalam pem-
bahasan berikutnya tentu saja juga ha-
rus selalu dikaitkan dengan arah per-
kembangan suatu bangsa yang discpa-
kati oleh segenap warga negaranya.
Tentu saja dengan kemungkinan ter-
dapatnya perbedaan kondisi untuk su-
atu masyarakat bangsa satu bisa ber-
beda jika diperbandingkan dengan
masyarakat bangsa lainnya.

Bahkan sebenamya dalam se-
buah bangsa Indonesia sendiri karena
keanekaragaman suku bangsa, bisa saja
pola komunikasi yang diterapkan dapat
saja berbeda. Jika ini tidak diperhatikan
dapat pula menjadi sebuah kendala
penting bagi cara pengkomuikasian
sosial Deddy Mulyana 2007:178). Di
sini artinya, Keberhasilan komunikas;
sosial disebuah negara lain, tidak serta
merta dapat diklaim scluruhnya akan
berhasil untuk dapat diterapkan bagi
upaya komunikasi sosial bagi bangsa
Indonesia.

Namun demikian model atay
polanya tentu dapat saja dipergunakan
sebagai kerangka dasar pengembangan
dengan menyesuaikan penerapannya
melalui sejumlah kondisi yang relevan.
Di sini artinya, tidak seluruh apa yang
berhasil dalam pengkomunikasian ide
atau gagasan serfa upaya diseminasi di
suatu negara dapat berhasil seluruhnya
diterapkan polanya di negara ini.
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Yang hampir dapat dikatakan sa-
ma dalam’ komunikasi sosial di ke-
banyakan negara lainnya adalah bahwa
pada dasarnya komunikasi sosial me-
rupakan sebuah proses penyebaran pe-
san-pesan yang ditujukan untuk mas-
yarakat yang pada gilirannya dapat me-
ngubah sikap, pendapat dan perilaku
masyarakat, tentu dalam konteks men-
capai kemajuan dan makin meningkat-
nya kualitas institusi kepolisian RI dan
kualitas masyarakat Indonesia.

C. KOMUNIKASY SOSIAL
DALAM KELEMBAGAAN
POLRI

Kini kita mencoba melakukan
satu pembahasan bagaimana kaitannya
sebuah proses komunikasi, bagaimana
juga sebuah komunikasi sosial dapat
didorong untuk mendukung pening-
katan kualitas dan peranan kepolisian

RI bagi masyarakat, serta bagi ke-

majuan bangsa, yang tentu saja penting

untuk memperkuat sebuah arah pem-
bangunan bangsa, Peranap institusi ke-
polisian dalam beragam level tentu ha-
rus semakin dipertajam berkaitan pula
dengan kondisi bangsa Indonesia yang
tentu diharapkan makin maju dan ber-
kembang. Termasuk tentu saja sangat
penting dalam konteks percaturan dan
perananannya di era global saat ini,
dimana juga makin tipis atau tiadanya
batas antar bangsa, salah satunya akibat
kemajuan teknologi komunikasi dan
teknologi informasi. Komunikasi sosial
yang harus makin bermakna jika demi-
kian tentu akan menjadi makin penting.

Masalahnya kini, bagaimana ko-
munikasi sosial tersebut dapat dikait-
kan dengan upaya-upaya peningkatan
kualitas pelayanan Polri yang berada
dalam kondisi masyarakat yang makin
turut maju pula dan di sisi lain makin
meningkathya kesadaran hukum mas
yarakat sccara umum.

Dalam lingkungan kepolisian ak
hir-akhir ini sebenamya sudah ada upa
ya mengajak serta masyarakat untuk
berperan aktif bersama kepolisian da-
lam program semacam perpolisian
masyarakat (Polmas), yang cukup efek-
tif juga bagi upaya membangun keber-
sarnaan masyarakat dan kepolisian da-
lam turut serta menciptakan kepastian
hukum dan mengajak serta masyarakat
pada umumnya melaksanakan tertib
hukum dan tertib sosial, yang terutama
penting dilakukan mengingat masih
relatif sedikitnya polisi jika dibanding-
kan dengan pertambahan jumlah pen-
duduk dan kompleksitas permasalahan
di- masya-rakat yang jumlahnya pun
dapat saja terus mengalami pening-
katan.

Dengan demikian perpolisian
masyarakat ini dapat pula menjadi al-
ternatif mengkomunikasikan perpolisi-
an dan upaya-upaya penyadaran hukam
di kalangan masyarakat luas. Dengan
sejumlah perbaikan pola perpolisian
masyarakat dapat dipergunakan untuk
mendorong komunikasi sosial kepolisi-
an yang makin penting pada waktu-
waktu yang akan datang.

Selanjutnya tentu komunikasi
sosial di atas haruslah pula melihat
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faktor-faktor .yang berkaitan dengan
perkembangan teknologi informasi dan
teknoleg_i komunikasi massa baru, se-
hi_agga__s_enanﬁasa dan terus menerus
dapat naengaptisipas_i beragam sisi —sisi
kém_ajuan_déiam berbagai bidang, dan
- kemudian E.dap_at didorong untuk me-

nmgkatkan _kin;rjz_l dan pelayanan se-

genap anggota Polri pada pelayanan
mz_isyaraka_t'_'~n1enuju_ ‘masyarakat yang
makin mandiri.

Pemanfaatan teknologi komu-
nikas: dapat diterapkan lembaga ke-
polisian pula dalam peningkatan ke-
cepatan penginformasian bagi masya-
rakat di satu sisi sertadi sisi lain dapat
pula menjadi informasi cepat yang ber-
harga bagi kepolisian yang disampai-
kan olech masyarakat. Misalnya, mas-
yéfakat dengém mudah kini dapat mem-
beri iﬁformasi_b_agi kepolisian yang se-
belumnya terkendala oleh jarak atan
geografis. Kemudahan itu tentu dapat
dianggap sebagai sebuah sisi positifpe-
ran serta masyarakat dalam membantu
tugas-tugas kepolisian.

Hal itu di atas juga didasari ke-
nyataan bahwa masyarakat kini juga
makin mudah memperoleh akses-akses
informasi termasuk internet, dan teru-
tama pada generasi-generasi muda saat
ini. Namun memang harus diakui, ke-
majuan informasi ini belum menjang-
kau keseluruhan wilayah di Indonesia,
dan terutama masih berada di sepuiar
perkotaan atau kawasan utama dj ne-
gara kita ini, dan harus melaiui tahapan
komunikasi dua tahap (rwo siep flow
conumicationts) jika ingin sampai me-

rata sampai di pedesaan atau pelosok
negeri (Wiryanto 2005:42). Kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi itu
tentu saja dapat dinilai sebagai sebuah
peluang dapat berperan sertanya mas-
yarakat dalam memberi bantuan ke-
padakepolisian. :

Dengan kondisi dan harapan
yang digambarkan seperti di atas maka
model-model komunikasi sosial yang
diperankan Polri harusiah terus me-
nerus menyesuaikan diri dengan situasi
dan kondisi yang berubah dan juga
menyesuatkan diri dengan beragam
Kemajuan ilmu pengetahuan serta
teknologi termasuk teknologi-tekno-
logi komunikasi baru. Hal ini memang
disadari akan saling berkaitan dengan
upaya meningkatkan kualitas SDM se-
buah bangsa. Dan dalam konteks inj
tenta saja penekanannya pada ter
sedianya kualitas informasi vang pen-
ting bagi masyarakat di satu sisi dan
bagi Polridisisifainnya.

Hal-hal di atas memang di satu
sist harus disikapi lembaga kepolisian
dengan terus berupaya meningkatkan
kemampuan dan SDM para polisi, teru-
tama mereka yang berada di tengah
masyarakat secara langsung, sehingga
polisi dapat lebih baik lagi, lebih cepat
dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat. Pada gilirannya, jika ini
terjadi dan dikomunikasikan dengan
baik oleh segenap insan PR atau ke-
humasan kepolisian, dapat pula men-
dorong peran serta masyarakat dan pe-
ranan masyarakat dalam mendukung
Polri dalam menjalankan tugas-tugas
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penegakan hukum dan bersama-sama
menciptakan tertib sosial dan tertib hu-
kum. oo '
-+ Komumikas: sosial seperti di-
kemukakan di atas juga hendaknya pa-
da akhirnya dapat mendorong terpilih-
“nya “informasi-informasi - yang - ber-
kualitas, informasi-informasiakurat,
relevan dan informasi penting Ed_al_an_l
konteks pelayanan Polri kepada mas-
varakat dan mendorong terjaminnya
kepastian hukum bagi segenap pibak.
Namun demikian sejalan dengan
amanat Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, terutama vang rele-
van bagi Polrt adalah makna bahwa
keterbukaan publik itu adalah- ke-
harusan, namun juga perundangan itu
memungkinkan pengecualian bagi
informasi tertentu yang tidak harus se-
gera dibuka, misalnya karena dalam
duma kepolisian terdapat upaya pe-
nyelidikan, penyidikan dan proses hu-
kum lainnya,. yang mungkin saja fidak
semuanya dapat bersifat terbuka untuk
publik (Kominfo,2008:14). Dengan
demikian di sini perlu kearifan segenap
pihak baik masyarakat, Polri serta
komisioner lembaga Komisi Informasi
Publik untuk memberikan penilaian.
Kualitas informasi yang dimak-
sudkan disini juga adalah makin ter-
sedianya dengan mudah dan terbuka
Jeris-jenis informasi tertentu yang pen-
ting bagi upaya meningkatkan kualitas
pelayanan Polri dan dalam kerangka
pula meningkatkan pengembangan de-
mi kemajuan sebuah proses hukum di
masyarakat.

Yang dapat dilakukan dalam
konteks tersebut tentu saja dapat me-
manfaatkan beberapa media massa baik
itui media konvensional maupun media
massa dan media-media baru, yang ber-
manfaat bagi penyebaran segenap pe-
ngetahuan, keahlian dan ketrampilan-
ketrampilan baru, yang tentunya akan
sangat terkait dengan peningkatan kua-
litas lembaga dan layanan Polri itu sen-
diri, Jika hal itu terjadi, maka pengem-
bangan masyarakat ke arah lebih baik
dan maju serta penegakan hukum akan
dtharapkan dapatmakin terwujudkan.

Mengenai “kualitas informasi
yang dikemukakan di atas pada dasar-
nyamerupakan serangkaian muatan pe-
san-pesan komunikasi sosial yang rele-
van dengan upaya dan keinginan bang-
sa i unfuk terus menerus meningkat-
kan dan mengembangkan diri. Tentu
saja pesan komunikasi sosial terscbut
dapat dikaitkan dengan tersedianya da-
ta dan informasi untuk sektor-scktor
yang penting dan relevan dengan tugas
kepolisian. Dapat pula dilakukan upaya
untuk ‘mendorong ke arah partisipasi
aktif publik dan segenap layanan untuk
memanfaatkan informasi-informasi
yang disediakan oleh kelembagaan
Polri dalam berbagai tingkatan dan se-
jalan dengan upaya polri untuk men-
dapatkan trust (kepercayaan) dari se-
genap masyarakat,

Sebaliknya juga dengan kema-
juan teknologi komunikasi yang ada,
pemerintah, kepolisian, lembaga-lem-
baga penegakan hukum lainnya serta
pihak-pihak yang berkompeten dapat
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memanfaatkan partisipasi aktif mas-
yarakat dan membenkan respon yang
: reievan atau memndai\iamutl dengan
pembahasan~pembahasan atas masa-
1ah~masa1ah yang disampaikan warga
_'negara yang pada akhirnya dapat di-
.__'manfaatkan untuk - pengambilan - ke-

szakan kebgakan yang berguna - dan

'penuntasan masalah masafah hukum
yangadadi tengah tengah masyarakat.

. Dengan demikian setelah dua ta-
hun dlundangkannya masalah keter-
bukaan informasi pubI;k dan mulai ber-
lakunya UU Keterbukaan . Informasi
Publik (KIP), masyarakatjuga diharap-
kan makin mendapatkan:_1ayanan~]a—
yanan dan akses informasi penting
yang mun"gk_iiz saja pada masa lalu ter-
kendala karena perilaku institusi publik
ya:ng tidak suportif dengan harapan dan
keinginan Ipu'_b__I_ik. Pada gilirannya de-
ngan keterbukaan informasi publik ju-
ga dapat didorong untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dan mendorong
suatu fanggung Jawab vang harus di-
jalankan oleh badan-badan dan institusi
publik.

Keterbukaan informasi- publik
tersebut juga tentu saja merupakan ke-
ingihan agar setiap warga memiliki ak-
Se¢§ yang sctara untuk memperoleh la-
yanan-layanan publik dan tidak lagi ada
diskriminasi sebagai akibat pada masa
sebelumnya dimana terkadang akses
informasi penting tertentu ditutup dan
publik sulit memperolehnya, sehingga
tentu saja muncul masalah keadilan so-
sial dalam penginformasian pesan —pe-
san bagi publik (UUKIP2008: 2).

D. KOMUNIKASI SOSIAL DAN
KETERBUKAAN INFORMASI
KEPOLISIAN

Komunikasi sosial seperti yang
divraikan di atas guna mendukung
peningkatan kualitas layanan polri pada
dasa_rny.a_rélatif sama dengan proses
komunikasi - pada umumnya, dimana
pesan-pesan disampaikan dari sumber
atau komunikator kepada penerima.
Segenap komponen komunikasi tentu
terkait dengan proses penyampaian pe-
san itu, mulai dari komunikatornya,
pesan seperti apa yang tepat untuk di-
sampaikan, melalui saluran komuni-
kasi semacam apa dan kepada sasaran
komunikan dengan karakteristik seper-
ti apa. Sasaran komunikasi kepada pe-
nerima pesan misalnya, dalam kenteks
masyarakat Indonesia juga bisa be-
ragam. Kita memabami bahwa kemaje-
mukan bangsa ini, membuat sebuah
pesan komunikasi sosial misalnys tidak
dapat digeneralisir untuk kemudian
dapat disamakan untuk semua lapisan
masyarakat.

Belum lagijika dikaitkan dengan
tingkat pendidikan, status sosial eko-
nomi beragam masyarakat yang acap-
kali mengharuskan pesan komunikasi
dirancang agar tepat sasaran. Memang
mungkin saja ada pesan-pesan yang
bersifat umum dan dapat diterima be-
ragam kalangan masyarakat. Akan te-
tapi kita menyadari, terkadang terdapat
perbedaan yang cukup signifikan, se-
hingga pesan-pesan komunikasi sosial
pun teniu saja harus disampaikan de-
ngan menyesuaikan dan dapat mudah
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dipahami cleh masyarakat.
- Komunikasi sosial selain itu juga
hendaknya dapat mendorong masya-
rakat- dapat berpartisipasi aktif dalam
suatu kegiatan pembangunan vang ber-
-manfaat bagi publik yang pada kelan-
“jutannya ‘dapat "kemba_li- pula keman-
faatar_i_nyé.-pada masyarakat itu sendiri.
Dengan partisipasi yang didorong oleh
karena iéfb'anguiiﬁya' komunikasi yang
baik itu, maka suatu ketika juga akan
berkait ‘dengan pengembangan suatu
masyarakat. Peran dari masyarakat ten-
tu saja mengandaikan sebuah hal pen-
ting dimana masyarakatnya sendiri ju-
ga diharapkan berkualitas. Hal itu kira-
nya bisa didorong dengan tersedianya
media-media yang mampu membawa
pesan-pesan komunikasi sosial dengan
kualitas yang baik, kualitas informasi
yang penting termasuk di lingkungan
kepolisian RL
Masalah-masalah yang kiranya
periu kita pecahkan dan mencari so-
lusinya pada hemat saya akhir-akhir ini
adalah mencoba meningkatkan content
yang ada pada pesan komunikasi sosial;
Hal ini perlu dilakukan karena sekarang
ini cukup banyak berkembang media
massa baru namun ketertarikan mercka
lebih pada memunculkan dan mem-
blow up berita-berita buruk atau bad
news semata termasuk mengenai ke-
polisian. Kita sepakat memang fungsi
komunikasi massa salah satunya adalah
mencoba meiakukan kontrol sosial, na-
mun disi lain sebenarnya terdapat juga
fungsi lain yakni informasi, edukasi,
dan hiburan di samping fungsi kontrol

sosial itu sendiri (Nurudin 2003:64).

Isi pesan dalam pengkomunika-
sian sosial juga hendaknya memper-
hatikan budaya-budaya yang hidup dan
berkembang dalam beragam masya-
rakat multikultural seperti di Indonesia
ni (Mulyana 2007:176). Jika tidak ma-
ka pengkomunikasian ide dan gagésan
serta upaya-upaya melakukan disemi-
nast dapat terkendala oich karena fak-
tor-faktor budaya, Hal ini relevan kare-
na memang bangsa Indonesia sangat
beragam dalam soal kekakayaan bu-
daya serta keanekaragaman budaya lo-
kal yang bisa berbeda-beda pada suatu
tempat dengan tempat lainnya.

Sehubungan demgan gambaran
di atas scharusnya ke depan fungsi
informasi dan edukasi juga dapat di-
Jjadikan fokus conrent komunikasi so-
sial. Polri dengan segenap organnya
termasuk kehumasan, public relations
serta garda terdepan yang bersentuhan
dengan masyarakat ataupun perpolisi-
an masyarakat (Polmas) dapat didaya-
gunakan uatuk mendoreng mengim-
bangi bad news yang dilansir oleh se-
bagian media massa fainnya. Tentu pa-
da akhirnya adalah bermuara pada kua-
litas informasi yang terbaik yang disaji-
kan bagi publik.

Suatu hal yang dapat menjadi pe-
nyeimbang dari berkembangnya media
massa yang mengedepankan badnews
memang alternatifnya adalah memberi-
kan kualitas informasi dan kualitas isi
edukasi dalam media-media untuk ko-
munikasi sosial, termasuk melaluj upa-
va public relations atas kegiatan serta
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kinetja positif atau keberhasilan tugas
kepolisian, tentu dengan menyadari
adanya pandangan masyarakat yang
kadangkala beragam atau plural.

Komunikasi dan pesan-pesan
tentang kepolisian itu pada akhirnya
mungkin untuk be_bé_rzipa_ hal perlu di-
rancang secara beragam menyesuaikan
sasaran Komunikasi yang majemuk di
negeri kita ini.” Kesesuaian itu juga
misalnya adalah mencoba memberikan
daya tarik kepada kalangan generasi
muda yang menjadi penerus generasi
pembangunan dan potensi penting da=
lam perubahan sosial di negeri ini pada
masa yang akan datang.

Kiranya kemunikasi sosial yang
disebut terakhir, confentnya dapat me~
manfaatkan perkembangan teknologi
dalam bidang komunikasi dan infor-
masi, yang tentu saja memberikan pe-
luang untuk meningkatkan kapasitas isi
pesan, kecepatan penyampaian pesan
dan visualisasi yang menjadi daya tarik
dan pada akhirmya audiens merasa ber-
kepentinga dengan isu-isu pembangun-
an tersebut,

Pesan-pesan komunikasi sosial
yang disampaikan oleh media sendiri
pada akhimya sebenarnya akan sampai
ke masyarakat, tentu dengan tersedia-
nya pula kualitas media yang sesuai
dengan pesan dan kemampuan dari me-
dia untuk meneruskannya ke audiens,
sebagaimana disampaikan Hedebro
(dalam Nasution 2004) vang menan-
daskan bahwa massa dapat bestindak
sebagai pengganda sumber-sumber
daya pengetahuan. Media mambawa

content-content pengetahuan yang pen-
ting yang menjadi sumber bagi inovasi
dan pengembangan gagasan-gagasan
baru yang berguna bagi pengembangan
masyarakat serta bermanfaat bagi ke-
majuan danbagi dunia kepolisian.

E. PENUTUP

Komunikasi sosial pada akhir-
nya haruslah memperhatikan sebuah
tradisi baru yang hendak dibangun di
Indonesia yakni keterbukaan dan trans-
paransi scrta good governance untuk
melayant publik. Faktor keterbukaan
informasi ini kiranya pada masa lalu
mendapat porsi yang kurang memadai,
terbatas dan tertutupnya akses infor-
masi ini bagi publik. Apalagi kini juga
sudah ditopang dengan lahirnya per-
undangan keterbukaan informasi pub-
lik ini, sehingga suka atau tidak suka,
cepat atau lambat lembaga-lembaga,
mstitusi publik, badan-badan peme-
rintah atau intsitusi publik lainnya
haruslah -memahami masalah keter-
bukaan informasi publik itu, tak ter-
kecuali kelembagaan Polri pada ber-
bagaitingkatan.

Publik haruslah mendapatkan
kesempatan untuk memperoleh bera-
gam informasi yang berguna bagi ke-
majuan masyarakat, bagi upaya me-
ningkatkan kepastian akan masalah-
masalah hukum yang dihadapinya dan
tentu saja harus dapat memperolehnya
dengan baik dan tanpa mengalami ken-
dala yang berarti. Terutama sekali prio-
ritasnya bagi pemerintah maupun ba-
dan-badan publik, termasuk dalam
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konteks ini Polri, karena institusi-
institusi tersebut mendapatkan alokasi
penganggaran baik dari sumber-sum-
ber APBN atau mungkin juga APBD
yang tentu saja merupakan dana publik
yang harus dipertanggungjawabkan
danberlaku azas transparansi.

Lembaga-lembaga - itu pulalah
yang -imemang mengemban amanah
merancang kebijakan publik yang ber-
kualitas dan dalam kaitannya dengan
Polri juga adalah lembaga publik ter-
sebut di atas yang menjalankan tugas-
tugas kepolisian dan menjadi pelayan
bagi masyarakat. Ini sekaligus juga
adalah sebagai upaya mendapatkan
tebih banyak lagi frusi (kepercayaan)
dari publik.
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